BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan ketiadaan

norma yang mengatur secara jelas konsekuensi yang akan diterima oleh
narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana dan faktor-faktor yang
menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana yang terbagi
menjadi dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor psikologi :
A. Faktor ekonomi
Penyebab sebagian besar narapidana asimilasi melakukan tindak
pidana yaitu karena keadaan ekonomi yang mendesak. Narapidana
asimilasi sulit mendapakan pekerjaan dan penghasilan sehingga
untuk mendapatkan uang ia melakukan tindak pidana yang memiliki
peluang menghasilkan uang dengan mudah dan cepat.
B. Faktor Psikologi
Keadaan dari dalam diri narapidana yang bemasalah dan tidak dapat
dikendalikan secara positif menjadi sebuah masalah yang
mengakibatkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana.
Emosional dari narapidana dan hasrat yang timbul dari dalam diri
narapina tidak dapat di kontrol dengan baik sehingga narapidana

tersebut dengan gampangnya melakukan sebuah tindak pidana.

Dari kedua faktor penyebab ini faktor yang memiliki kontribusi
atau pengaruh terbesar yang menyebabkan narapidana asimilasi

melakukan tindak pidana adalah faktor ekonomi. Sementara faktor
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5.2

psikologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi narapidana

asimilasi melakukan tindak pidana setelah faktor ekonomi.

Saran

Terkait dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang
harus di perhatikan agar pelaksanaan asimilasi dapat berjalan dengan

optimal,diantaranya yaitu :

1. Jika kebijakan dilihat sebagai salah satu bentuk pencegahan atau
penanggulangan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh
narapidana asimilasi, maka perlu adanya kebijakan yang mengatur
tentang konsekuensi bagi narapidana asimilasi yang melakukan tindak
pidana.

2. Sebaiknya pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana
asimilasi dilakukan secara konsisten dan diawasi secara lebih ketat oleh
Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan

agar narapidana asimilasi tidak melakukan tindak pidana.
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